PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOHR : B.400.13, 5/ y362 TX/ Disdik/ 2025
1. Mengingat .
a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidilan

Nasional;
Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko,

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Menlerl Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 lentang
Padoman Pendirian, Parubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menangah

 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar,

. Mamparhiatican .

a Surst Permohonan darfi  YAYASAN PENDIDIKAN UNGGULAN  INDONESIA  Nomor
22YPUINI2025 Tanggal 30 JUNI 2025 perihal Permohonan lzin Operasional,

b. Nomor Induk Berusaha 2307230023116 dar OS5

c. MWMMFMMHWHFMMHIﬁVMdMVM
dari Tim Penilal Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sstuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama

d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan huruf (b) tersebutl, maka peru membernkan Persstujuan
Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN UNGGULAN INDONESIA unfuk
menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

. Berdasarkan nomor 1 (satu) den nomor 2 (duaj, bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinys
Komitmen Persetujuan Pendinan Satuan Pendidikan dan Persetujusn Opesasional Satuan Pendidikan,

a Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN UNGGULAN INDONESIA

b Mama Lembaga' Sekotah i SEKOLAH UNGGULAN INDONESIA

¢ Jenis Program/ Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
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_ Pelaporin sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lma) maka

7. Pembinaan dan Pengawasan P
;wnmuﬁuummmmmmmmymn
sehagaimana peraturan perundang-undangan yang beraku
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